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Putusan Mahkamah Konstitusi  No. 22-24/PUU-VI/2009 mengubah 
sistem pemilu DPR dan DPRD yang membatalkan Pasal 214  yang membawa 
perubahan dalam ketatanegaraan kita. Penggunaan sistem suara terbanyak dalam 
penentuan caleg terpilih merupakan penghargaan yang tinggi terhadap kedaulatan 
rakyat, tetapi Putusan MK tersebut menyimpan sejumlah persoalan. Sistem 
kepartaian yang melembaga cenderung meningkatkan stabilitas politik dan 
efektifitas pemerintahan presidensiil sekaligus meneguhkan implementasi good 
governance. Rumusan masalah: Bagaimanakah implikasi Putusan MK No.22-
24/PUU-VI/2009 dalam pemilu legislatif tahun 2009 di Indonesia terhadap sistem 
kepartaian? Bagaimanakah pengaruh Putusan MK No.22-24/PUU-VI/2009 
terhadap stabilitas pemerintahan yang ada di Indonesia? Tujuan dari penelitian ini 
adalah;Untuk mengetahui secara komprehensib efektivitas Putusan MK No.22-
24/PUU-VI/2009 dalam pemilu legislatif tahun 2009 di Indonesia terhadap sistem 
kepartaian, Untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh Putusan Mahkamah 
Konstitusi No.22-24/PUU-VI/2009 terhadap stabilitas pemerintahan yang ada di 
Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan Non-Doktrinal yang 
kualitatif. Putusan MK mencerminkan suara rakyat yang sesungguhnya. Putusan 
MK membawa perubahan dimana merupakan awal transisi sebagai upaya 
membawa proses demokrasi agar lebih baik. Tetapi sejumlah persoalan muncul 
yaitu mengesampingkan kepentingan partai politik dalam hal internal partai 
politik yang sudah ada dan sudah mapan misalkan: calon legislatif akan 
melakukan berbagai cara untuk memperoleh dukungan konstituen. dalam hal ini 
akanmemunculkan persaingan tidak sehat sesame calon legislatif. Partai politik 
masih dominan dalam hal me-Recall dan PAW anggotanya yang tidak sejalan 
dengan partai. Kebebasan anggota partai politik dalam menyuarakan hak-haknya 
dibelenggu oleh partai politik, dengan dalih untuk pengawasan dan kontrol 
terhadap anggotanya. Pelaksanaan pemilu sering kali dikaitkan dengan stabilitas 
pemerintahan. Dalam rangka menciptakan pemerintahan yang kuat, stabil, dan 
efektif perlu didukung pula oleh sistem pemilu dan sistem kepartaian yang 
sederhana. Dengan sistem kepartaian sederhana akan dapat dihasilkan tingkat 
fragmentasi yang relatif rendah di parlemen, yang pada gilirannya dapat tercipta 
pengambilan keputusan yang tidak berlarut-larut. karena banyaknya partai politik 
peserta Pemilu akan berakibat sulitnya tercapai pemenang mayoritas. 






 The Constitutional Court Decision No. 22-24/PUU-VI/2009 changes the 
general election system of DPR and DPRD that cancels Article 214 which brings 
shift in our constitution. Using vote system in determining of the selected 
candidate is a highly appreciation to the people sovereignty, but the Constitutional 
Court Decision has some issues. The Institutionalized party system tends to 
increase political stability and effectiveness of presidential government as well as 
strengthen the implementation of good governance. The problem statements: How 
does the implication of the Constitutional Court Decision No.22-24/PUU-VI/2009 
in legislative elections 2009 in Indonesia toward the party system? How does the 
influence of the Constitutional Court Decision No.22-24/PUU-VI/2009 toward 
government stability in Indonesia? The purposes of this study are to determine the 
effectiveness Constitutional Court Decision No.22-24/PUU-VI/2009 in legislative 
elections 2009 in Indonesia toward the party system comprehensively, to 
determine how the influence of the Constitutional Court Decision No.22-24/PUU- 
VI/2009 toward government stability in Indonesia.  
The research method uses Qualitative Non-Doctrinal approach. The 
Constitutional Court Decision reflects the voice of people truly. The 
Constitutional Court Decision brings the shift where is the beginning of transition 
as an effort to bring the democratic process to be better. But some issues arise 
which exclude the interests of political party in term of internal political party who 
has existed and already established example: legislative candidates will perform 
many ways to obtain the support of constituents. In this case it will arise unfair 
competition among legislative candidates. Political party is still dominant in terms 
of Recall and PAWS its members who are not in line with the party. The Freedom 
of political party members in voicing their rights shackled by political party, 
ostensibly for supervision and control over its members. The general elections are 
often associated with government stability. In order to create a strong government, 
stable, and effective also need to be supported by the general election system and 
the simple party system. With a simple party system will be able to produce a 
relatively low level of fragmentation in the parliament, in turn can create the 
decisions that are not protracted. because of the many political parties in the 
general election will impact the difficulty to achieve majority winner. 
 



































Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 
menciptakan alam semesta, yang memelihara seluruh mahluk, yang mengutus 
para Rosul (semoga sholawat serta salam terlimpahkan pada mereka), dan atas 
rahmat, hidayah dan barokah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penulisan tesis dengan judul “Implikasi Pergeseran Sistem Pemilu Pasca 
Putusan Mahkamah Konstitusi No.22-24/PUU-VI/2009 Dalam Mewujudkan 
Sistem Demokrasi di Indonesia”. 
Ungkapan besar untuk menggambarkan tahap perkembangan demokrasi di 
negara kita sekarang ini ialah bahwa Indonesia sedang bereksperimen dengan 
demokrasi yang hakiki. Karena hakikatnya yang dinamis, maka demokrasi 
berwujud melalui tahapan demi tahapan untuk melaksanakannya. Salah satu cara 
untuk mewujudkan demokrasi itu adalah dengan melaksanakan Pemilu. Untuk 
melaksanakan hal itu bukanlah perkara mudah. Berbagai cara dilakukan untuk 
mewujudkan sebuah sistem atau tatanan yang berdemokratis. Percobaan itu 
mungkin saja mengandung kekeliruan, yang jika disikapi dengan benar akan amat 
bagus dan diperlukan sebagai pelajaran, untuk diambil hikmahnya. Namun 
kekeliruan itu tetap harus dicegah jangan sampai fatal, agar tidak menghancurkan 
model yang sementara ini sudah ada dalam genggaman. Indonesia dibangun 
antara lain oleh imaginasi mengenai sebuah negara dan bangsa. Lewat proklamasi, 
para pendiri republik tercinta ini, khususnya Presiden Soekarno, sebenarnya 
tengah membayangkan berdirinya negara kebangsaan modern dengan model 
Amerika Serikat. Maka demokrasilah yang dipilih dalam sistem pemerintahan 
indonesia.  
Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini jauh dari sempurna karena 
keterbatasan wawasan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, dengan segala 
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kerendahan hati, saran dan kritik  yang membangun sangat penulis harapkan demi 
kesempurnaan penulisan hukum ini. 
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